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PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj
eI S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP,
Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan SLTA, Alamat tinggal di Kabupaten Lampung

Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 13 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj,

tanggal 13 Nopember 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0849/049/X11/2018 tanggal 17
Desember 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal semula di rumah Kontrakan di Jl.Raya serang Banten perum Bumi
Cikande Indah Blok D7 No.05 Desa Cikande Kecamatan Cikande — Serang
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Banten selama 3(tiga) bulan, Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan harmonis selama 3 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain
disebabkan :Termohon tidak mau menuruti kemauan Pemohon untuk
berhenti dari pekerjannya di pabrik;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2019
yang disebabkan bermula ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon
untuk kembali bekerja di pabrik di daerah Serang Banten akan tetapi
Pemohon menolak dan meminta Termohon untuk tetap tinggal di rumah
Pemohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang
tuanya di JI. Jend.Sudirman Gang Merak PS 11 RT.008 RW.003 Desa
Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di RT.002 RW.005
Desa Berasan Makmur , Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
sampai dengan sekarang sudah berjalan 8 bulan dan selama itu juga antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan
musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan
dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan
yang sakinah ,mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon
bermaksud menceraikan Termohon di depan siding Pengadilan Agama
Mesuiji;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum

yang berlaku;
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada
Ketua Pengadilan Agama Mesuiji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara
ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemoho;.

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan
disebabkan sesuatu halangan yang sabh;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan
nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga
dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi
permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan
jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:

1811070806780001 tertanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh

Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan telah
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dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan
aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0849/049/X11/2018 atas nama
Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Desember 2018, yang
dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos,
setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka
persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
Saksi I: NAMA SAKSI PERTAMA, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Tani, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA
TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut
mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang ini;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah kontrakan di Serang lalu tinggal sementara di Mesuiji, sekaligus
kediaman bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari
Pemohon, terkait agar Termohon berhenti bekerja, tapi Termohon tidak
mau, hal ini saksi ketahui langsung dari Termohon dan Pemohon;

- Bahwa, Termohon mengakui permasalahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang
lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, saksi pernah
ketemu Pemohon di Mesuiji 2 bulan lalu membahas masalah Termohon

dengan Pemohon;
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- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada

Pemohon dan Termohon termasuk dari saksi, namun tidak berhasil;
Saksi Il: NAMA SAKSI KEDUA, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
pendidikan SD, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan
dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak kandung Permohon;

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA
TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut
mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang ini;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah kontrakan di Serang lalu tinggal sementara di Mesuiji, sekaligus
kediaman bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari
Pemohon, terkait agar Termohon berhenti bekerja, tapi Termohon tidak
mau, hal ini saksi ketahui langsung dari Termohon dan Pemohon;

- Bahwa, Termohon mengakui permasalahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang
lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, saksi pernah
ketemu Pemohon di Mesuji 5 bulan lalu membahas masalah Termohon
dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada
Pemohon dan Termohon termasuk dari saksi, namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan

apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan

permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada

hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah
warga/penduduk Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon berdasarkan
permohonan Pemohon dan relass panggilan beralamat di Kabupaten Mesuji
maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuiji,
maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata
ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh
karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon
dapat diputus dengan verstek (vide pasal 145 dan 146 RBG (Reglemen Buiten
Gewesten));

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti
P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis
Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah
dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon

warga penduduk Kabupaten Mesulji;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa
P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis
Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha
menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah
tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap
bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan
hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2
telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak
satu raji dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah
dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar
diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan
permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon telah
pergi dari kediaman bersama sejak Maret 2019 dan tidak pernah datang lagi
mengunjungi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan
bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan
perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa
antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon,
membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon dan tentang ikatan
perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan
dalam pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-
bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan
dibawah sumpahnya di muka persidangan (vide Pasal 1911 BW juncto Pasal
175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat
dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang
keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan testimonium de auditu,
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling
berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan
Termohon selama lebih dari 8 bulan;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian
dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup
erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang
diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan
dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi
syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut
hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan,

harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya
Pemohon dan Termohon selama lebih dari 8 bulan;

- Bahwa selama lebih 8 bulan pisah rumah, Termohon tidak pernah
bertemu Pemohon dan berkunjung serta tidak menjalankan
kewajibannya sebagai istri;

- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon
tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terbuktinya pisah rumahnya Pemohon dan
Termohon selama lebih dari 8 bulan, sehingga menimbulkan dampak buruk
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang
dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati
dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah
(vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mau berhenti dari kerja tanpa alasan
yang jelas dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, padahal
Termohon selaku istri harus bisa menemani suami kecuali ada alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara agama, sehingga mengakibatkan
Termohon tidak menjalankan perannya sebagai istri, Majelis Hakim menilai
perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori nusyuz, sehingga
berakibat kepada tidak berhaknya (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari
Pemohon ketika Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (vide Pasal
152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’ patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana
dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Juz Halaman 63 yang diambil menjadi

pendapat Majelis Hakim, menyatakan:
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Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya

tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau

ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran

sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali
kepada suaminya, tidak berlaku qadla’ untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonan,
menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih

sebagai berikut:

Artinya :*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada

mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang
diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai
talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada
Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Mesuiji;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini

berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan
dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah
dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Mesuiji;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.
916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2019 M, bertepatan dengan
tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami Padmilah, SHI, MH. sebagai Ketua
Majelis, Alamsyah, SHI, SH, MH. dan Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Imanuddin Tenda, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padmilah, SHI, MH.
Hakim Anggota | Hakim Anggota ll

Alamsyah, SHI, SH, MH. Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Imanuddin Tenda, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp  20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp  10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
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